[ SALINAN ]

BUPATI FAKFAK
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI FAKFAK
NOMOR 33 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR DARURAT THUMBURUNI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI FAKFAK,

Menimbang: a. bahwa dengan adanya musibah kebakaran yang terjadi pada pasar
Thumburuni, berimbas pada semua pedagang atau penjual baik
yang menjual di areal Pelataran, maupun meja batu, bahkan
pemanfaatan toilet, dan tempat parkir juga tidak dapat digunakan,
sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Fakfak merelokasi para
pedagang ke Pasar darurat yang terletak di Jalan DR. Salasa
Namudat;

b. bahwa dampak dari musibah sebagaimana dimaksud pada huruf a,
mengakibatkan Pemerintah Daerah tidak dapat memungut Jasa
Retribusi Jasa Umum sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Fakfak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Fakfak Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi
Jasa Umum;

c. bahwa sambil menunggu renovasi pembangunan pasar
Thumburuni, Pedagang dan pengusaha yang menggunakan
fasilitas Pasar Darurat di Jalan DR. Salasa Namudat tetap dikenai
pungutan retribusi sebagai penerimaan daerah yang besarannya

disesuaikan dengan jenis dan luasan bangunan;



Mengingat

: 1.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Penetapan Tarif Retribusi Pelayanan Pasar Darurat

Thumburuni;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan
Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di
Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2907);

. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus

Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang
Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6697);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6398);



S. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

10.

11.

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan
Umum dan Tata cara Pengutan Pajak Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 2249, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4051);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 2021, Nomor 16, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6618);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan,
Pelindungan Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil
dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021,
Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6619);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);



12.

13.

14.

15.

16.

17.

Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 3 Tahun 2011 tentang
Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Tahun
2011 Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 3 Tahun 2011
tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak
Tahun 2019 Nomor 02);

Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 5 Tahun 2013 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Fakfak Tahun 2013 Nomor 05, Tambahan Lembaran
Daerah Nomor 010);

Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 4 tahun 2016 tentang
Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Fakfak tahun 2016, Nomor 04) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 5
Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Fakfak Nomor 4 tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak tahun
2020, Nomor 05);

Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Fakfak (Lembaran
Daerah Kabupaten Fakfak tahun 2020, Nomor 01);

Peraturan Bupati Fakfak Nomor 42 Tahun 2014 tentang Kebijakan
Akuntansi Pemerintah Kabupaten Fakfak (Berita Daerah Kabupaten
Fakfak Tahun 2014 Nomor 42);

Peraturan Bupati Fakfak Nomor 60 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata
Kerja Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Fakfak

(Berita Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2016, Nomor 060);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

PERLAYANAN PASAR DARURAT THUMBURUNI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.
2.

10.

Daerah adalah Kabupaten Fakfak.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Fakfak.

Dinas Perdagangan dan Perindutrian yang selanjutnya disebut Disperindag
adalah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Fakfak.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Fakfak dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah.

Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah
sebagai pembayaran atas jasa yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh
Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

Jasa adalah kegiatan Pemerintahan Daerah berupa usaha dan pelayanan yang
menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati
oleh orang pribadi atau Badan.

Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah
untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh
orang pribadi atau Badan.

Pasar Darurat Thumburuni yang berada di jalan DR. Salasa Namudat adalah
pasar yang digunakan oleh Pedagang atau Penjual yang direlokasi atau
dipindahkan dari Pasar Thumburuni dan bersifat sementara.

Retribusi Pelayanan Pasar Darurat Thumburuni adalah retribusi Bulanan dan
tahunan serta harian yang dikenakan kepada setiap Pedagang atau Penjual yang
memanfaatkan Aset tanah maupun Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah

Daerah Kabupaten Fakfak.



BAB 1II

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN
PASAR DARURAT THUMBURUNI

Pasal 2
Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pasar Darurat Thumburuni adalah
sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 3

Masa retribusi adalah jangka waktu subjek retribusi untuk mendapatkan pelayanan
fasilitas pasar, yang ditetapkan sampai dengan di bangunnya kembali Pasar

thumburuni.

Pasal 4
Apabila Pasar Thumburuni telah selesai dibangun kembali dan siap ditempatkan
kembali oleh para pedagang, maka Peraturan Bupati ini dinyatakan dicabut dan
tidak berlaku dan selanjutnya tarif retribusi Pelayanan Pasar sesuai dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 3 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 2 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 3 Tahun 2011 tentang

Retribusi Jasa Umum.



BAB YV
PENUTUP
Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati

ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Fakfak.

Ditetapkan di Fakfak
pada tanggal, 15 Juni 2021

BUPATI FAKFAK,
CAP / TTD

UNTUNG TAMSIL
Diundangkan di Fakfak
pada tanggal, 15 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN FAKFAK,
CAP / TTD
ALI BAHAM TEMONGMERE

BERITA DAERAH KABUPATEN FAKFAK TAHUN 2021 NOMOR 033




Lampiran

: Peraturan Bupati Fakfak

Nomor 33 Tahun 2021
Tanggal, 15 Juni 2021

PELAYANAN TARIF RETRIBUSI PASAR DARURAT THUMBURUNI

Jenis Golongan Jenis Tarif Retribusi
No. g Fasilitas/ Jangka Waktu (Rp.)
pasar
Ukuran
1. | Ruang Dagang eks | 2,5m x2,5m |- Tahunan 1.250.000,-
Lantai II dan III - Bulanan 100.000,-
Pasar Thumburuni
2. | Ruang Dagang 2mx1,5m - Tahunan 80.000,-
Kios Papan Bawah - Bulanan 50.000,-
(KPB) eks Pasar
Thumburuni
3. | Ruang dagang 2mx1,5m - Tahunan 80.000,-
KPTL (Kios Papan - Bulanan 50.000,-
Tangga Layang)
eks Pasar
Thumburuni
4. | Ruang dagang 2mx1,5m - Tahunan 80.000,-
Toko Siap Saaji - Bulanan 50.000,-
(TSP) eks Pasar
Thumburuni
S5 | Ruang Dagang 2mx1,5m - Tahunan 80.000,-
Pelataran eks - Bulanan 50.000,-
Pasar Thumburuni
6. | Ruang Dagang | 2,50 m2x4 m | - Tahunan 300.000,-
Swadaya - Bulanan 150.000,-
Permanen
7. | Retribusi kamar | - Buang air| - Harian 1000,-
mandi/ wc
besar
- Buang air| - Harian 1000,-
kecil
8. | Retribusi parkir di | - Roda empat | Sekali parkir 2000,-
lingkungan pasar | _ . . 1000,-
darurat jalan DR Roda dua Sekali parkir
Salasa Namudat

BUPATI FAKFAK,
CAP / TTD

UNTUNG TAMSIL



